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ABSTRAK

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah salah
satu perwujudan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi
tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, pada tahun 2021 dalam
CATAHU pengaduan komnas perempuan mengidentifikasi peningakatan
signifikan 50% pada angka 338.496 kasus. RUU PKS adalah wujud dari peraturan
yang sifatnya khusus mengatur dan membawahi segala bentuk kekerasan seksual
(lex specialis propensionem sexualem identitatemque).Berdasarkan hal tersebut,
penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana politik hukum RUU PKS dan
bagaimana pembentukan RUU PKS dalam prespektif maslakah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau (library reasearch)
dengan sifat penelitian deskriptif analisis, pendekatan yang digunakan adalah
penelitian yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu naskah
akademik dan dokumen Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
Seksual sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku jurnal atau
karya tulis ilmiah atau risalah sidang DPR RI dan lainya yang dapat memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknik analisis penelitian
menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan teori politik hukum
dan masla/ah untuk menjawab masalah dalam penelitian .

Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, dari prespektif politik hukum atau
legal policy pembentukan RUU PKS konfigurasi politik mempengaruhi produk
hukum, konfigurasi poitik yang terbentuk bersifat demokratis dapat diindikasi
dengan peran lembaga eksekutif yang relatif netral, tidak banyak mengintervensi
sedangkan lembaga legislatif menciptakan interaksi terbuka dalam rapat dengar
pendapat umum dengan menghadirkan berbagai pihak yang memiliki latar belakang
kepentingan partai politik masing-masing hal ini, menjadi salah satu faktor
lambatnya keputusan terhadap pengesahan RUU PKS, dengan sistematika
penyelesian masalah one man one vote dari 9 fraksi hanya fraksi PKS yang menolak
pengesahan RUU PKS sehingga hal ini berpeluang untuk segera disahkan dalam
jangka waktu dekat, konfigurasi politik yang terjadi juga mengindikasi peran
masyarakat dalam mengawasi proyek legislasi ini menjadi bukti bahwa rangkaian
proses yang transparan dapat menjamin akuntabilitas dari embrio produk legislasi
sehingga diharapkan akan RUU PKS tercipta sebagai produk hukum yang bersifat
responsif atau polpulistik. Kedua, menurut perinsip-perinsip dasar maslakah dalam
pembentukan RUU PKS di Indonesia terdapat perinsip kemaslahatan yang
terpenuhi. Adapun perinsip maslakah yang terpenuhi yaitu prinsip berdasarkan
kandungannya maka RUU PKS mencakup kemaslahatan umum yang menyangkut
kepentingan orang banyak dengan tujuan perlindungan korban terhadap kekerasan
seksual yaitu dalam pasal 1 ayat 1 RUU PKS, sedangkan berdasarkan prinsip
tingkatannya tergolong kedalam tingkat primer atau darurat dampak kemudharatan
akan lebih banyak timbul jika tidak segera disahkan,walaupun tidak diakui secara
eksplisit oleh syara’ dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara’, akan
tetapi masih sejalan secara subtantif dengan kaidah hukum yang universal.

Kata Kunci : RUU PKS; Konfigurasi Politik; Produk Politik; Maslafanh.



ABSTRAC

The Draft Proposal on the Elimination of Sexual Violence is one of the steps
taken by the Indonesian government to address the high number of sexual violence
cases that occur in the country; in 2021, the Komnas Perempuan complaint in
CATAHU found a significant increase of 50% in the number of cases, with 338,496
reported. The PKS Bill is an example of a regulation that governs and supervises
all sorts of sexual violence (lex specialis propensionem sexualem identitatemque).
As a result, the author is interested in researching the legal politics of the PKS Bill
and how it was drafted from a masla/ah perspective.

The approach employed is normative juridical research, which combines
library research with descriptive analytical study. Research literature and materials
on the Draft Proposal on the Elimination of Sexual Violence were utilized as
primary legal materials, while secondary legal materials included journal books,
scientific studies, minutes of the DPR RI session, and others that might explain
primary legal substances. To answer the research's problems, the research analysis
methodology uses qualitative analysis techniques based on legal politics theory and
maslakah.

The results of this study suggest that. First, from the perspective of legal
politics or legal policy, the formation of the RUU PKS political configuration has
an implications on legal products, and that the political configuration is democratic
in nature, as indicated by the executive institution's relatively neutral role, did not
intervene much while the legislature developed a constructive communication in
public hearings by presenting many parties with backgrounds of interests from their
respective political parties, this became one of the factors for the PKS Bill's delayed
ratification. With the systematic resolution of the one man, one vote problem from
9 factions, the PKS faction is the one that refused to ratify the PKS Bill, enabling it
to be ratified in the near future, The political configuration that has occurred also
indicates the community's role in overseeing this legislation project, as evidence
that the series of processes involved Transparency can verify the accountability of
embryonic legislation products, indicating that the PKS Bill will be created as a
responsive or polpulistic legal product. Second there are principles of benefit that
are fulfilled according to the basic principles of masla/anh in the drafting of the PKS
Bill in Indonesia. The PKS Bill covers the general benefit that concerns the interests
of the people with the purpose of protecting victims against sexual violence,
including the malaah principle that is fulfilled, namely the principle based on its
substance, namely in Article 1 paragraph 1 of the PKS Bill, while based on the
principle the level is classified as primary or emergency level, the impact of harm
will be more Many arise if it is not immediately ratified, even though it is not
explicitly recognized by syara' and is not rejected and considered false by syara’,
But, it is substantively compatible with universal constitutional principles.

Keywords: PKS Bill; Political Configuration; Political Products; Maslakah.
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PEDOMAN TRANSLETERISASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transleterisasi yang dimaksud adalah pengalihan
tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transleterisasi Arab-Latin
tdalam skripsi ini menggunakan transleterisasi berdasarkan Surat Keputusan
Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor
:0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Tidak di lambangkan

Be

Te

Es (dengan titik di atas)

Je

Ha (dengan titik di bawah)

Ka dan ha

De

Zet (dengan titik di atas)

Er

Zet

Es

Es dan ye

Es (dengan titik di bawah)

De (dengan titik di bawah)
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Te (dengan titik di bawah)

Zet (dengan titik di bawah)

Koma terbalik ke atas

Ge

Ef

Qi

Ka

<

el

3

cm

<

cn

wW

Ha

Apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

3aRia Ditulis Muta’addidah

3 Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata



1. Bila ta’ marbiitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan

sebagainya
PR Ditulis hikmah
A Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ marbutah di ikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu

terpisah, maka di tulis dengan h

sl 9148 € Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup dengan harakat fathas, kasrak, dan dammah
ditulis t

hdllsls Ditulis Zakat al-figrf

D. Vokal Pendek

Fathah Ditulis A
Kasrah Ditulis I
dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis A
ZIEY Ditulis Jahiliyyah




Fathah + ya’ mati Ditulis A
< Ditulis Tansa

Kasrah + ya’ mati Ditulis I
B Ditulis Karim

dammah + wawu mati Ditulis U
Ry Ditulis Furid

F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
ALy Ditulis Bainakum

Fathah + wawu mati Ditulis Au

J$ Ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (“)

R Ditulis A’antum

A5%a b Ditulis La’in syakartum

Xi



H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang A/if + Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

I Al Ditulis Al-Qur’an
Culll Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang A/if + Lam diikuti syamsiyyah ditulis dengan

menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta di hilangkan

huruf | (el)-nya.

sl Ditulis as-Sama

JRPPVEAT Ditulis as-Syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya
il s 93 Ditulis ZawrT al-furid
SRy Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal,

dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan

huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata

xii



sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri

bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Ge s 48 03 63 lima s

Syahru ramadan al-laz1 unzila fthil-Qur’a.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1.

Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur’an, hadis, mashab
syariat, lafaz.

Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-hijab.

Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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KATA PENGANTAR

pa Sl GRS AU aiy
A Y & st e iy A J3a) e bl 4 e Giatlal) G 4 ea
Jea agll) o Al gy g 00 Iaaa Of gl g 0 Call GBad) Glal) A Ly y ) paa g
el o pran) giaa g All o g deaa U o

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT
yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat
menyelsaikan penulisan skripsi ini. Shalwat serta salam senantiasa tercurahkan
kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang

kita nantikan syafa ‘at di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma Amin.

Dalam proses penyususnan dan penyelesaian tugas akhir berjudul “
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
KEKERASAN SEKSUAL PRESPEKTIF MASLAHAH”, adalah dalam rangka
memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di
Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun didalam penyususnan skripsi ini penulis
menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya
bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait
skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan
rasa terimakasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang
dengan penuh kesabaran membantu penyususnan skripsi ini hingga selesai. Rasa

terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada :
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan konsepsi Negara Hukum atau
(Rechsstaats) yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945,
dirumuskan dengan tegas dalam pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, ‘“Negara
Indonesia adalah Negara Hukum.”! Dalam Konsep Negara Hukum itu, disepakati
bahwa segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus berdasakan
norma dan peraturan perundang-undangan, bukan politik ataupun ekonomi dan
tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).? Sesuai dengan amanat
Preambule Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan fundamental
negara (Staatsfundamentalnorm) sebagai cita luhur para Founding Fathers
diantaranya berisikan ;

a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;

b. Memajukan kesejahteraan umum umum;

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

d. lkut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

3perdamaian abadi dan keadilan sosial.

! Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab I, Pasal 1 ayat 3.

2Sukardi, “Peran Penegakkan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi”, Jurnal Hukum &
Pembangunan Vol.46 No. 4, (2016), him. 435.



Hukum merupakan tujuan politik dengan muara ide-ide hukum atau rechtsidee
yang meliputi : keadilan, kebebasan, kepastian, keamanan dan sebagainya
berkedudukan di dalam hukum positif sekaligus menjadi pelaksanaan sebagian
ataupun secara keseluruhan, lahirnya ide hukum itu merupakan tujan dari
mekanisme politik dan hukum sekaligus sebagai instrumen politik. Politik
menggunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mendapatkan
intensi dalam artian mewujudkan gagasan hukum tersebut. Politik dapat
mengarahkan dan membentuk masyarakat kepada tujuan untuk memecahkan
masalah kemasyarakatan di mana politik adalah aspek dinamis dan hukum
merupakan aspek yang statis.* Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa politik
dan hukum saling berhubungan dimana peraturan perundang-undangan sebagai
produk politik, Karakteristik masing-masing peraturan perundang-undangan akan
semakin nampak disebabkan karena adanya pengaruh kekuatan-kekuatan politik
yang paling dominan dalam suatu institusi politik tersebut. Dewan Perwakilan
Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan
undang-undang dibahas olen Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama.® Begitupula Presiden, berhak mengajukan
rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.®

Program Legislasi Nasional juga merupakan salah satu gambaran arah dari

politik hukum Indonesia dimana prolegnas berupa instrumen perencanaan

4 Isharyanto, Politik Hukum, (Surakarta: CV Kekata Group,2016), him. 1.
5 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1) dan (2).

® Ibid ., Pasal 5 ayat (1).



pembangunan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu yang
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.” Sedangkan instrumen program
legislasi nasional dapat dipandang sebagai pengawal atau pengawas dalam
pembentukan hukum nasional.® Sehingga terciptalah undang-undang yang
bermutu, serta adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan dengan
hierarki perundang-undangan, dan efiesien dalam pelaksanaannya.® Pembentukan
dan penetapan Peraturan Perundang-Undangan oleh lembaga negara atau pejabat
sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mekanisme pembentukan peraturan
perundang-undangan itu sendiri mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.©

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa sistem hukum harus tersusun
dalam kaidah hierarki perundang-undangan tidak boleh saling berbenturan diantara
kaidah hukum yang berlaku baik secara vertikal maupun horizontal, dalam
karakteristik kaidah hukum tersebut ada asas-asas yang absah diantaranya ; lex
posterior derogate legi prior (norma hukum yang baru membatalkan norma hukum

yang terdahulu), derogate legi inferior (norma hukum yang lebih tinggi

" Fahmi Ramadhan, Yang Harus Diprthatikan saat Penyusunan Prolegnas,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5fd1ab972f700/yang-harus-diperhatikan-saat
penyusunan-prolegnas/ diakses pada 03 September 2021.

8 Novianto Murti Hantoro, “Prolegnas Sebagai Instrumen Perencanaan Dan Potret Politik
Hukum Nasional ”, Jurnal Puslit DPR RI ,Vol. XIII, No. 2,(Januari 2021), him. 2.

® Muslimah, “Politik Hukum Perencanaan Program Legislasi Nasional di Indonesia”, Jurnal
Akmen Junal llmiah,Vol 12 No 4, (2015), him. 8.

10 pasal 1 Angka (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.


https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fd1ab972f700/yang-harus-diperhatikan-saat%20penyusunan-prolegnas/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fd1ab972f700/yang-harus-diperhatikan-saat%20penyusunan-prolegnas/

tingkatannya membatalkan norma hukum yang lebih rendah), dan lex specialis
derogate legi generalis (norma hukum yang bersifat khusus membatalkan norma
hukum yang bersifat umum).!! Namun demikian faktanya prinsip lex specialis
derogate legi generalis menunjukan kondisi “destruktiff” yang mengalami
pergeseran fungsi dalam keharmonisasian kaidah-kaidah hukum dalam tatanan
hierarki sistem hukum nasional.'? Norma ini hanya berlaku ketika norma-norma
hukum umum tidak eksplisit mengatur norma hukum yang memang dibutuhkan.
Sehingga meskipun norma lex specialis dapat dipandang destruktif dalam politik
harmonisasi hukum, ia masih berada dalam koridor atau kerangka hukum beralas
dari norma-norma dasar dalam konstitusi.*®

RUU PKS atau yang biasa kita sering kenal dengan Rancangan Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sampai detik ini belum juga
disahkan, diusulkan sejak tahun 2012 yang artinya sudah 9 tahun keluar masuk
dalam daftar prolegnas, pada tahun 2016 RUU PKS disepakati oleh DPR
dimasukkan dalam prolegnas prioritas tidak terdengar kabar hingga tahun 2017,
yang awal mulanya Rancangan Undang-Undang PKS akan dibahas oleh panitia
khusus di komisi Il namun pada akhirnya diputuskkan RUU ini akan ditindak
lanjuti oleh komisi VIII. Dan kemudian disetiap tahun pembahasannya mengalami

polemik hingga berkali-kali memicu pro kontra dikalangan pejabat publik maupun

11 Soegiyono, “Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”,
https://puskkpa.lapan.go.id, him. 12-13, diakses pada 05 September 2020.

2 Andi Mattalatta, “Politik Hukum Perundang-Undangan”, Jurnal Legislasi,Vol.6 No.
4,(2009), him. 14.

13 1bid ., him.14.


https://puskkpa.lapan.go.id/

masyarakat, penyebaran hoax termasuk adanya miskonsepsi sepanjang tahun 2017-
2019 menjadi pembelajaran yang berharga dan pada akhirnya tahun 2021 ini
kembali masuk di dalam daftar prolegnas prioritas.'*

Rapat pembahasan RUU pada 2019 belum membahas satupun bahasan isu atau
nomor yang tertuang dalam DIM, akibatnya RUU ini tidak dimasukkan sebagai
RUU carry over dalam prolegnas 2020-2024 dan proses pembahasannya harus
dimulai lagi dari tahap awal, yakni tahap harmonisasi di Baleg DPR RI.*® Hingga
pada pertengahan tahun 2021 Tim Badan Legislasi Nasional mengusulkan
perubahan judul RUU PKS menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(TPKS).'® Dalam draft RUU PKS terbaru juga mengalami perubahan dimana draft
RUU PKS per September 2020 berjumlah 128 pasal. Yang kemudian jumlah
tersebut menurun drastis dimana di dalam RUU TPKS per 30 Agustus 2021 hanya
memuat 43 Pasal saja.

Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat dikriminatif itu.” *’

“Amirullah, Tempo, “Masuk Prolegnas 2021, ini 11 Pasal Krusial di RUU PKS”,
https://nasional.tempo.co/read/1440656/masuk-prolegnas-2021-ini-11-pasal-krusial-di-ruu-
pks/full&view=0k, akses 18 September 2021.

15 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
versi Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan Per September 2020, him ii.

6 CNN Indonesia, “RUU PKS Diusulkan Ganti Nama, Tanpa Kata Penghapusan”,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210831001456-32-687554/ruu-pks-diusulkan-ganti-
nama-tanpa-kata-penghapusan akses pada 18 September 2021.

17 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 281 Ayat (2).


https://nasional.tempo.co/read/1440656/masuk-prolegnas-2021-ini-11-pasal-krusial-di-ruu-pks/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1440656/masuk-prolegnas-2021-ini-11-pasal-krusial-di-ruu-pks/full&view=ok
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210831001456-32-687554/ruu-pks-diusulkan-ganti-nama-tanpa-kata-penghapusan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210831001456-32-687554/ruu-pks-diusulkan-ganti-nama-tanpa-kata-penghapusan

Dalam pasal ini menegaskan hak pada masing-masing individu tidak didiskriminasi
dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, hak untuk tidak
diintervensi oleh siapapun serta meniadakan hak asasi orang lain karena faktor
eksternal seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau,
kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau pandangan lainnya. 8

Menurut data catatan tahunan Komnas Perempuan selama tahun 2011 hingga
2020 mengalami lonjakan tajam pengaduan yang terpengaruh oleh kondisi
pandemi, pada tahun 2020 berkisar di angka 2.807 kasus kekerasan diranah
personal.® Dari data tersebut 57 kasus material rape (pemerkosaan pada
pernikahan) diantara 1.309 kasus adalah kekerasan terhadap istri dan 215 kasus
incest (orang yang memiliki hubungan sedarah) di antara 954 kasus kekerasan
terhadap anak perempuan. Peningkatan tajam juga disoroti dari kekerasan seksual
ciber 329 kasus ditahun 2020.?° Kasus-kasus seperti inilah yang menjadi salah satu
faktor urgensi kenapa RUU PKS segera disahkan, karena RUU PKS memuat
dukungan dan perlindungan korban selama menjalani proses hukum bukan hanya
mengatur terkait ancaman pidana belaka. Meskipun sudah ada beberapa Peraturan
Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pencegahan kekerasan seksual

seperti UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), KUHP, dan

18 Jaringan Masyarakat Sipil dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,
Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan
Seksual, (September 2020).

19 KOMNAS Perempuan, Infografis Kasus Kekerasan Seksual di Ranah Personal (CATAHU
2020), https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-infografis-kasus-kekerasan-seksual-di-
ranah-personal-catahu2020, akses tanggal 20 Agustus 2021.

20 1bid.,


https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-infografis-kasus-kekerasan-seksual-di-ranah-personal-catahu2020
https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-infografis-kasus-kekerasan-seksual-di-ranah-personal-catahu2020

UU Perlindungan Anak, akan tetpai masih belum cukup substanisal untuk
mengakomodasi kekerasan seksual.?! Perlu dibentuknya undang-undang yang
sifatnya khusus mengatur dan membawahi penanganan kasus kekerasan seksual
(lex specialis propensionem sexualem identitatemque) dengan fungsi memenuhi
kebutuhan masyarakat dan jangkauan penanganannya lebih sempurna.?

Pada pembahasan berikutnya akan menyinggung juga mengenai RUU TPKS,
dimana diantara RUU PKS dan RUU TPKS tersebut memiliki substansi kesamaan
mengenai perlidungan korban kekerasan seksual namun juga terdapat beberapa
pasal yang berbeda salah satu diantaranya dimana pada pasal 1 RUU PKS
menjelaskan definisi kekerasan seksual adalah :

“perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya
terhadap tubuh hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara
paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan sesorang
itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena
ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat penderitaan
atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial,
budaya, dan atau politik”.?

Sedangkan dalam RUU TPKS definisi mengenai kekerasan seksual adalah
penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi
kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak

pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekrasan seksual.

2l Qgiandhafiz Juanda, “Menyoal urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual”
https://mediaindonesia.com/read/detail/326686-menyoal-urgensi-uu-penghapusan-kekerasan-
seksual, diakes 26 September 2020.

22 Andi Sri Ratu Aryani, “Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (TPKS)”, Journal Najwa : Jurnal Muslimah dan Studi Gender Vol. 1 No.1, (2021), him.
13.

2 Pasal 1 Rancangan Undang-Undnang Penghapusan Kekerasan Seksual.



Politik Indonesia saat ini terkesan mengangap hukum sebagai mainan politik
belaka, fakta lapangan yang terjadi bahwasannya kasus kekerasan seksual semakin
menjamur namun pemerintah sekedar mengaggap bahwasannya hal tersebut hanya
angin lalu saja seringkali kasus yang terjadi tidak diusut hingga tuntas, pemerintah
acuh tak acuh menutup mata dan telinga atas curahan hati masyarakat khususnya
dari para korban/ penyintas kasus kekerasan seksual, bagaimana tidak? keluar
masuknya RUU PKS dalam prolegnas merupakan sala satu wujud nyata proses
pembentukannya dipermainkan.

Maka daripada itu pulalah yang melatarbelakangi adanya penelitian ini mencari
fakta yang sebenar-benarnya mengenai peran Konfigurasi Politik dalam
pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Seksual dari sudut
pandang maslahah dengan judul “POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN

SEKSUAL PRESPEKTIF MASLAHAH?”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang terdapat pada latar belakang masalah diatas maka

dapat ditarik kesimpulan yang menjadikan pokok permasalahan pada penelitian ini

diantaranya :

1. Bagaimana Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual ?

2. Bagaimana Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan

Kekerasan Seksual Perspektif Maslakah ?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Politik Hukum Pembentukan
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Maslahah terhadap Politik
Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
Sesual.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya untuk mengembangkan wawasan keilmuan masyarakat maupun
para akademisi khususnya dalam bidang ilmu hukum tata negara. Selain itu
penelitian ini juga diharapkan memeberikan stimulus serta dipergunakan
sebagai bahan pedoman dan petunjuk bagi terciptanya karya-karya lain yang
berkaitan dengan tema politik hukum pembentukan rancangan undang-
undang penghapusan kekerasan seksual prespektif hukum islam.

b. Kegunaan Praktis
Realitas politik di era kontemporer ini telah memberikan warana-warna baru
dalam hiruk pikuk sistem demokrasi. Dimana anggapan politik ialah syarat
untuk mencapai tatanan kekuasan, namun faktanya ketika kekuasaan telah
disematkan kepada setiap aktor politik memanfaatkan kewenangan tersebut,
sehingga kecaman terhadap anggota legislatif santer terdengar,

mengesampingkan menyerap aspirasi saran dan kritik masyarakat namun
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mendahulukan kepentingan politik sehingga menjadi sebuah pertanyaan
baru dimanakah letak keadilan, hati nurani siapakah yang telah mati ? Maka
dari itu hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi
dan pertimbangan lembaga pemerintahan khususnya lembaga pembentukan
perundang-undangan (legislatif) dalam konsistensinya mengawal agar
segera terbentuk dan di sahkannya perundang-undangan penghapusan
kekerasan seksual.
D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan bagian dari kajian sistematis seputar hasil-hasil
penelitian oleh para peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan subjek
yang sama, khususnya pada pembahasan skripsi ini. Dalam penelitian telaah
pustaka memiliki peran fungsi yang sangat penting guna menghindari keidentikkan,
selain itu juga tujuannya untuk mengetahui sejauh mana substansial subjek
pembahasan penelitian-penelitian yang sudah telebih dahulu hadir, dan mengetahui
perbedaan-perbedaan di beberpa karya tulis penelitian yang membahas tentang
pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Diantaranya merupakan beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan
skripsi penulis sebagai berikut :
Pertama, skripsi karya Nadia Priski Dheanasti dengan judul “Rancangan
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Prespektif Fikih Siyasah”.
Skripsi ini membahas tentang urgensi pembentukan rancangan undang-undang

penghapusan kekerasan seksual yang memfokuskan pada penelitian mengenai hak-
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hak bagi korban kekerasan seksual yang dilindungi dalam rancangan undang-
undang penghapusan kekerasan seksual. 24

Kedua, buku karya Ninik Rahayu dengan judul “Politik Hukum
Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia” dalam buku ini membahas
mengenai dokumentasi dan advokasi berbagai pihak dengan bentuk perannya
masing-masing dalam memperjuangkan, memikirkan dan mencoba menembus
kebutuhan-kebutuhan kasus kekerasan seksual dan terkait dengan upaya
pencegahan serta penangannya serta dinamika perlindungan hukum yang telah
diupayakan dalam pencegahan kekerasan seksual.?®

Ketiga, jurnal yang di tulis oleh Reno Efendi dengan judul “Urgensi
Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual”, diterbitkan oleh Jurnal Suara Hukum, Vol.3, No. 1, Maret
2021. Berdasarkan jurnal ilmiah ini ialah menunjukkan berbagai bentuk
perkembangan luas kekrasan seksual serta mendorong tuntutan perwujudan
regulasi yang mengakomodir seluruh bentuk kekerasan seksual untuk mencegah
terjadinya kekosongan hukum.?®

Keempat, Jurnal yang di susun oleh Nikodemus Niko yang bertemakan

“Perjuangan Kelas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”,

24 Nadia Priski, “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Prespektif
Fikih Siyasah,” Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta , 2019, him. 10.

% Ninik Rahayu, Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia, (Depok:
Bhuana IImu Populer,2020), him. 10.

% Reno Efendi “Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual,” Jurnal Suara Hukum, Vol.3 No. 1 (Maret, 2021), him. 27.
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diterbitkan dalam Jurnal limiah Dinamika Sosial, Vol. 4, No. 2 tahun 2020. Dalam
penelitian ini merupakan narasi bedah pemikiran Karl Marx satu kelas yang
membentuk kolektifitas pergerakan atau pemikiran sama, yakni perjuangan untuk
mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar segera disahkan
dengan cita-cta perbaikan sistem hukum negara dalam penanganan kerasan seksual,
baik bagi hak-hak korban maupun sanksi hukum yang tegas bagi pelaku.?’

Kelima, Jurnal yang di tulis oleh Nurul Isnina Syawali Arifah Nasution
dengan judul “Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP”, dan
diterbitkan oleh Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol.2 No 1 2021,
Indonesia pada kepenulisan ini menitik bertakan bahwasannya objek yang diteliti
merupakan RKUHP sendiri sehingga pembahasannya mencakup ruang lingkup
penindak pelaku melalui pemidanaan dan rehabilitasi pelaku.?®

Keenam, Jurnal yang di rangkai oleh Angkasa, Rili Windiasi, Ogiandhafiz
Juanda, dengan judul “Evektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual Sebagai Hukun Positif Dalam Prespektif Viktimologi”
yang terdaftar dalam Jurnal USM Law Review Vol. 4 No. 1 Tahun 2021 dalam
penelitian ini menjadikan RUU PKS sebagai bahan Review dan menggunaan

Viktimologi sebagai sudut pandang dengan titik berat pada perlindungan hukum

27 Nikodemus Niko , “Perjuangan Kelas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,”
Jurnal lImiah Dinamika Sosial, VVol. 4, No. 2, (2020), him. 231-232.

28 Nurul Isna Syawali Arifah, “ Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP”,
Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol.2 No 1, (2021), him. 47.
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terhadap korban akibat kekerasan seksual dan mencari Pembuktian apakah RUU

PKS berorientasi kepada korban. 2°

Ketujuh, Jurnal yang di tulis oleh Agnes Kusuma dan diterbitkan oleh Jurnal
Lex Scientia Law Review Vol. 3 No. 1 Tahun Mei 2019 dengan judul “Analisis
Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan
Seksual”, Artikel Jurnal ini berpokokkan Analisis Kekerasan Seksual yang terdapat
dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan
Undang-Undang Perlindnungan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dan dampak
diberlakukannya RKUHP dan RUU PKS.*°

Persamaan penelitian ilmiah ini dengan penelitian ilmiah sebelumnya adalah
objek hukum yang digunakan yaitu merupakan Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual itu sendiri serta produk hukum yang mengatur
dalam menangani Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun substansi pembeda
penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah
konfigurasi dinamika politik hukum pembentukan RUU PKS tersebut, dimana
peran politik sebagai komponen yang tidak terlepas dari perancangan undang-
undang, serta pandangan Islam sebagai kajian Kkhusus utamanya penulis

menggunakan prespektif Maslakah.

2 Angkasa, Rili Windiasi, Ogiandhafiz Juanda, “Evektivitas Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukun Positif Dalam Prespektif Viktimologi”, Jurnal
USM Law Review Vol. 4 No. 1, (2021), him. 121.

30 Agnes Kusuma, “Analisa Keberlakuan RKUHP dan RUU PKS Dalam Mengatur Tindak
Kekerasan Seksual”, Jurnal Lex Scientia Law Review Vol. 3 No. 1, (Mei 2019), him. 56.
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E. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Dalam jurnalnya Prof Mahfud mendefiniskan politik hukum sendiri sebagai
kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan
diberlakukan di dalam negara yang bentuknya dapat berupa pembentukan hukum-
hukum baru atau pencabutan dan pengganti hukum-hukum lama untuk disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat.®* Demikian dapat dijelaskan bahwa politik hukum
berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa
mendatang (ius constituendum) dalam pergaulan hidup suatu negara, tetapi belum
terbentuk menjadi tatanan baku perundang-undangan atau ketentuan lainnya.
Pengertian lain mengenai politik hukum juga menjadi sorotan yakni politik
hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh
pemerintah untuk menciptakan sistem nasional yang dikehendaki, dengan sistem
hukum nasional itu akan diwujudkan menjadi salah satu cita-cita bangsa.®?
Sehingga dari situ bisa disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan sebagai
dasar untuk menyelenggarakan negara khususnya dalam bidang hukum mengenai
hukum yang akan berjalan, sedang berjalan, dan telah berlaku diambil dari nilai-

nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan

31 Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari’ah”, Jurnal Hukum. N o.1
Vol.14, (2007), him. 2-3.

32 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung:
Alumni, 1991), him.1.
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negara sebagaimana tercantum dalam Preambule Undang-Undang Dasar 1945
alinea 4.3
Sehingga berangkat dari sanalah pertanyaan-pertanyaan baru muncul dalam
kajian teori politik hukum, diantaranya :
a. Tujuan apa yang hendak di capai dengan sistem hukum yang ada;
b. Mekaniseme yang manakah yang kiranya dirasa paling baik untuk bisa
dipakai serta digunakan menuju tujuan tersebut;
c. Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui mekanisme
bagaimanakah perubahan itu sebaiknya dilakukan;
d. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa
membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk

mencapai tujuan tersebut secara baik.3*

Sehingga dapat menghasilkan sebuah produk hukum secara tepat, efisen dan
efektif utamanya dalam mengevalusi peran konfigurasi politik dalam pembentukan
rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual.

2. Teori Maslakah

Teori tentang maslakah sebagai tujuan hukum telah mengalami kematangan

dengan diklasifikasikan sektor-sektor dan skala prioritasnya.®* Bermula dari

3 Mia Kusuma Fitriana, S.H.,M.Hum, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Negara”, Journal Legislasi
Indonesia,Vol. 12 No. 2, (2015), him. 8-9

34 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. 111, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1991),him. 352-353

% Siti Maryam Qurotul Aini, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dan Permasalahannya, Juornal
Justitia VVol. 1 No. 04, (Desember 2014), him.2.
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paparan mengenai maslakah sebagai tujuan hukum, pembahasan kemudian
berkembang menuju kontroversi tentang maslakah sebagai dalil atau sumber
hukum Islam.3®

Dalam hubungannya dengan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teori
Maslahah sebagai salah satu doktrin hukum islam yang senantiasa dilekati hikmah
dan  ‘illah mengenai uruan bernegara atau urusan pemerintah yang
kemaslahatannya menjadi tujuan syara’ tidak berujung kontroversi dan untuk
kepentingan masyarakat, bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan
keinginan dan kepentingan hawa nafsu manusia, kesejahteraan, keamanan, serta
kepentingan yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari kemudharatan.

a. QS. Ali- ‘Imran Ayat : 114

e (e hay KA e O35 cashaall G55ah5 AN a5l AL G 3he )

37 Gialiall (e el 4f5 &1l

b. Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam
mengistimbatkan hukum dengan metode masla/ah mursalah adalah hadits
Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah (HR. Sunan

Ibnu Majjah 2332/4332) yang berbunyi :

% 1bid ., him. 4

37 Ali- Imran (3):114.
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Dalil-dalil tersebut menjadi sebuah istilah teknis yang turun menjelaskan
bahwa tujuan utama diturunkannya hukum syara’ ke muka bumi ialah untuk
mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan hidup umat manusia di dunia maupun
di akhirat diantaranya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal,
memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Istilah tersebut populer
dikalangan ulama ushul dengan kata lain al- maslakah alkhamsah, Kelima pokok
tersebut merupakan kunci yang harus dipelihara, dijaga, dan diwujudkan serta

mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan

Kata “maslahah” berakar pada al-aslu, ia merupakan bentuk masdar dari
kata kerja salaha dan saluha, menelusuri makna maslafah mursalah harus diawali
dari pelacakan makna secara etimoligis (lugatan) atas kata tersebut adalah kata
tunggal dari al-masalih, berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai,
mencari kebaikan. Tak jarang kata maslakah atau istislah ini disertai dengan kata
al-munasib yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaanya.® Dari
beberapa istilah diatas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang mengandung

manfaat untuk mendapatkan kebermanfaatan, kebaikan, kepantasan, kelayakan,

38 Carihadis.com diakses pada 10, Oktober 2021.

39 H. M. Hasbi Umar, Nalar Figh Kontemporer Cet. 1 (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007),
him. 112.
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keselarasan, kepatutan, maupun untuk menolak kemudratan maka segala sesuatu

tersebut bisa dikategorikan dalam maslafanh.

Salah satu contoh maslahah yang sudah terlebih dahulu di lakukan para sahabat
nabi yakni mengumpulkan ayat-ayat al-Quran dalam satu mushaf dengal alasan
semata-mata karena kemaslahatan, yaitu menjaga Al-Quran dari kepunahan atau
kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar penghapal Al-
Quran dari generasi sahabat.*® Kehujjahan dan kedudukan maslakah mursalah,
maka sesungguhnya maslaah mursalah merupakan bagian dari syariat juga, yang
tidak boleh dikesampingkan, meskipun ia tidak disebut dalam nash secara tekstual
dan substansial diselenggarakan oleh manusia dalam membangun kehidupan

mereka.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitan (reaserch methods) mempunyai beberapa pengertian, yaitu :
logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan
suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.** Sehingga dari pengertian diatas
dapat di simpulkan tujuan dari metode penelitian dalam kegiatan ini adalah untuk

mempermudah dalam penyusunan penelitian skripsi secara sistematis,

40 Saepul Aziz, Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam,
https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-
hukum-islam, di akses pada 11 Oktober 2021.

41 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), him. 17.


https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam
https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam
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metodologis, dan konsisten. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian
maka metode penelitian yang dapat dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian :

Penyusunan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research,
disebut dengan penelitian kepustakaan dikarenakan memanfaatkan sumber
perpustakaan untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan
dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. penelitian pustaka tentu saja tidak
hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana
yang sering dipahami banyak orang selama ini. Apa yang disebut dengan studi
pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan
data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian.*? Dari
ragam kepustakaan yang digunakan di dalam penelitian diantaranya berupa buku,
skripsi terdahulu, jurnal, majalah,berbagai jenis laporan dan dokumen (baik yang
belum maupun sudah diterbitkan).*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor (1975:4)
menjelaskan definisi metode kualitatif yaitu : ““qualitative methodologies refer to
research procedures which produce descriptive data: people own writen or spoken
and observable behavior.” Pendapat ini menegaskan bahwa metode penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang

orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat

42 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
2014), him. 3

4 1bid,hlm. 6
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diamati.** Sehingga penelitian ini cocok menggunakan jenis penelitian kualitatif
yang menjelaskan terkait dengan Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-
Undang Pencegahan Kekerasan Seksual.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini berupa deskriptif analisis dimana fungsi penggunaannya yakni
ialah mereduksi atau merangkum memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada
hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.*®
Serta melihat gambaran objek secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu
melalui data atau sample yang telah terkumpul, sehingga menghasilkan kesimpulan
atau verifikasi.*

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam perjalanan penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian secara
yuridis normatif. Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian
penelitian yuridis normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum
sebagai sistem norma. Sistem nor,a yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,
norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian

serta doktrin (ajaran).*’

44 Salim dan Syahrum, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media,2012),
him. 45-46.

4 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, ( Yogyakarta: Literasi
Media Publishing, 2015), him. 123-124.

“ |bid.

47 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Penelitian Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), him. 34.



21

Berdasarkan pendapat diatas dapat diartikan bahwa, penelitian hukum normatif
adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai
norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan
kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti, yakni
pada penelitian ini berfokus kepada Politik Hukum Pembentukan Rancangan
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.*®

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini digunakan ialah mencari data terkait politik
hukum pembentukan rancangan undang-undang kekerasan seksual yang di tinjau
dari sudut pandang maslahah, dalam penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut :

a. Literatur

Metode kajian literatur dilakukan dengan cara mencari dan menghimpun
data dari berbagai referensi kepustakaan yang mempunyai relasi terhadap
kajian terkait politik hukum pembentukan Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual.
b. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen memiliki arti barang-barang tertulis. Sehingga
teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis yang relevan serta berkaitan
dengan substansi penelitian Politik Hukum Pembentukan Rancangan

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

48 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram University Press,2020), him. 48.
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5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua jenis sumber
data diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder.
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas
(autoritatif).*® Data primer yang digunakan merupakan bahan hukum yang
menjadi objek kajian penelitian yakni ialah Naskah Akdemik dan dokumen
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
b. Sumber Data Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang
merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : buku-
buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan
hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum,
jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau risalah sidang DPR RI.
Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan
hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,
ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.°

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini mereduksi data melalaui pendekatan

kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dari bahan data tersebut

49 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him.47.

50 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: Rajawali Pers, 2003), him. 33-37.
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dilakukan analisis dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti
meneggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat mengenai Politik
Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
Seksual Prespektif Maslafah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah proses penggarapan dan pemisahan pada kepenulisan ini
maka diperlukan gambaran umum terlebih dahulu, dan dalam hal tersebut penulis
merumuskan dalam satu sistmatika pembahasan, diantara penyajiannya dalam
bentuk sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini menjelaskan Da Sein dan Da Solen yang menjadi
latar belakang masalah sehingga dirumuskannya sebuah judul pada penelitian ini,
sub bab selanjutnya membahas mengenai tujuan dan kegunaan skripsi, dilanjutkan
dengan telaah pustaka sebagai referensi yang membantu gambaran penelitian untuk
mengetahui sejauh mana substansial subjek pembahasan penelitian-penelitian, dan
mengetahui perbedaan-perbedaan yang sudah telebih dahulu hadir dengan tema
yang sama, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori ini alat pemikiran yang
digunakan untuk menganalisa permasalahan mengunakan teori-teori yang telah
dipilih, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB |1, berisi mengenai pemaparan dalam aspek teori yang akan digunakan
untuk alat menganalisis dalam penelitian ini. teori yang digunakan diantaranya teori

maslakah dan teori Politik Hukum.
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BAB 111, bagian ini membahas dan menjelaskan mengenai objek penelitian.
Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk memaparkan mengenai Latar Belakang
Pembentukan Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,
Perjalanan Legislasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,
gambaran secara umum perbandingan draft Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual

BAB 1V, bab analisis yang memuat hasil analisis Konfigurasi Politik dalam
pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang
kemudian akan ditinjau dengan menggunakan teori maslahah.

BAB V, bab penutup penelitian karya tulis ini berisikan kesimpulan dari
seluruh pembahasan yang telah diuraikan. Kesimpulan pada bab ini akan menjawab
rumusan masalah yang telah diajukan. Serta dalam bab ini berisikan saran-saran
yang diharapkan dapat membangun dan menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi

dari permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang lahirnya pembentukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
adalah karena semakin meningkatnya angka korban kekerasan seksual di
Indonesia. Konfigurasi politik di Indonesia saat ini merupakan konfigurasi
politik demokrasi. Sedangkan politik hukum pembentukan RUU PKS ini
adalah membentuk suatu peraturan perundanag-undangan payung hukum
dalam menanggulangi kejahatan tersebut belum ada yang mengatur secara
tegas, namun hingga saat ini pembentukannya membutuhkan waktu lama dan
proses panjang. Hal ini bukan tidak beralasan karena mengupayakan untuk
tidak tergesa-gesa namun juga tidak terlalu beralarut-larut, tidak dipaksakan,
dan mendengarkan publik serta kajian akademik harus terus intesif dilakukan,
agar nantinya setelah dijadikan UU, bisa memberikan rasa keadilan dan rasa
aman kepada masyarakat. Adapun konfigurasi politik RUU PKS yang telah
dianalisis menggunakan 3 indikator, yaitu peranan badan perwakilan dan partai
politik, peranan eksekutif, dan kebebasan pers adalah cenderung demokratis.
Sehingga diharapkan nantinya apabila RUU PKS sudah berupa produk hukum
akan bersifat responsif. Peranan eksekutif yang cenderung netral dan tidak
banyak mengintervensi dalam pembentukan RUU PKS, diwujudkan dalam
merespon makin meningkatnya kasus kekerasan seksual yang ada dalam
lingkungan akademik puncaknya pada kasus pemerkosaan 12 santri di

boarding school Jawa Barat. Badan legislatif telah membuka ruang patisisipasi

117
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publik meskipun tidak melibatkan korban secara langsung namun suara
tersebut telah diwakilkan oleh kelompok masyarakat dan ahli yang konsisten
mendorong pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual untuk
merumuskan kebijakan pasal demi pasal terhadap RUU PKS serta badan
legislatif DPR-RI  telah  mendengarkan, mempertimbangkan dan
mengimplementasikan masukan yang kompherensif dari berbagai kalangan
baik pihak yang pro maupun kontra, hal ini terbukti dengan adanya Rapat
Dengar Umum yang telah dilaksanakan sejak tangal 23 Januari 2018- 18 Juli
2019 dan di implementasikan pada perubahan narasi pada beberapa pasal
seperti terkait dengan Pasal 1 pengertian kekerasan sekual. Selain itu jika
melihat fenomena interaksi yang terjadi antara partai politik yang dimana 9
fraksi mayoritas menyetujui pengesahan RUU PKS sedangkan 1 fraksi tidak
setuju, sehingga kemungkinan besar RUU ini akan disahkan menjadi UU.
Kemudahan akses pencarian draf RUU ini dan kemampuan masyarakat untuk
mengawasi proyek legislasi ini dari mulai naskah akademik hingga menjadi
draf resmi RUU PKS, inilah bukti bahwa rangkaian proses yang transparan
dapat menjamin akuntabilitas dari embrio produk legislasi.

Pengaturan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
urgen untuk segera disahkan, untuk kepentingan mayoritas masyarakat di
Indonesia. Islam sejatinya telah hadir untuk menghilangkan berbagai bentuk
kejahatan tidak terkecuali terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh
siapapun dan kepada siapapun. RUU PKS dinilai dapat memberikan

kemanfaatan baik untuk pihak penegak hukum khususnya para korban
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kekerasan seksual yang mecari rasa keadilan dan keamanan. Apabila tidak
segera disahkan maka akan berakibat pada kasus kekerasan seksual serta
dibarengi dengan diskriminasi terhadap gender akan semakin meningkat dan
tidak terkendali, dan daya penanganan kasus yang sangat terbatas sehingga
dikhwatirkan akan menyebabkan stagnansi dalam hal kapasistas penangana
kasus. Pandangan maslafah terhadap RUU PKS ini ialah dari tingkatan
maslafah al- d’haruriyah makananya kemaslahatan yang berhubungan dengan
kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian dari tingkat
segi kandungannya, RUU PKS dapat dikategorikan sebagai Al- Maslakah Al-
Ammah sebab RUU ini membawa pada kepentingan mayoritas ummat, seperti
perlindungan,keamanan dan keadilan dari segala bentuk ancaman kekerasan
seksual. Sehingga RUU PKS dapat dikatakan sebagai suatu masla/ah
mursalah karena muatanya memberikan kemaslahatan dan dapat
menghilangkan kemudharatan. Meskipun secara spesifik tidak tercantum
dalam nash unsur marital rape yang diklaim dalam RUU PKS juga tidak dapat
dibenarkan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memeberikan saran bawhwa
tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia bahkan akhir-akhir
kerap terjadi di institusi pendidikan yang harus menjadi tempat paling aman dan
nyaman menimba ilmu nyatanya tidak menjamin kerentanan tersebut tidak akan
terjadi dimanapun, oleh siapapun dan kapanpun. Hal ini menyadarkan bahwa

penanganan, pencegahan, serta perlindungan kasus kekerasan seksual bukanlah
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persoalan yang mudah untuk ditangani, bukan hanya menyangkut persoalan
individu semata, melainkan memerlukan kerjasama seluruh komponen pihak tanpa
terkecuali mengingat kasus kekerasan seksual terjadi secara massif. Oleh karena
itu, RUU PKS perlu untuk segera disahkan namun disini diperlukan adanya iktikad
baik membangun kemauan politik (political will) oleh badan legislasi dan dorongan
badan eksekutif. Mengingat agama juga telah mengisyaratkan berbuat makruf dan
mencegah dari yang mungkar, sehingga sangat tidak tepat apabila RUU PKS ini

dipertentangkan dengan norma-norma agama Islam.
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